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WALIKOTA PAREPARE 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 

NOMOR  61  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah 

Kota Parepare Nomor 8 Tahun  2020 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1822); 
 

2. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Tahun  2004 Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran    Negara    

Republik Indonesia  Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
5. Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  126,  
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
6. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran Negara 
republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lemabaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

7. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan  
Daerah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 
Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
 

 
 

8. Peraturan ……………….. 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 Nomor 

210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028);  

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan   Keuangan   Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah   Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang   Dana   

Perimbangan   (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 4575); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas  dan Wewenang Gubernur  Sebagai  Wakil  

Pemerintah  Pusat (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Tahun  2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6244); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan   Keuangan   Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan   Belanja  Daerah  sebagaiman   telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 525); 

18. Peraturan …………….. 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir   dengan   

Peraturan   Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 

1560); 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

 
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang  

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 888); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Parepare Nomor 53); 

 
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 8).  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Parepare. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Parepare. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat  

APBD  adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare 
Tahun Anggaran 2021. 

5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021. 

 
BAB II 
APBD 

 
Pasal 2 

 
APBD  terdiri  atas  : 
a. pendapatan Daerah; 
b. belanja Daerah;dan 

c. pembiayaan Daerah. 
 

Pasal ......... 
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Pasal 3 

 
APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp925.792.750.393,00  yang bersumber dari: 

a.pendapatan asli daerah; 
b.pendapatan transfer; 

c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 

Pasal 4 
 

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp157.136.217.423,00 yang 

terdiri atas: 
a. pajak Daerah; 

b. retribusi Daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan 

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 
(2)   Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp36.395.769.614,00 

(3)   Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b 
direncanakan sebesar Rp8.810.594.665,00 

(4) Hasil  pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp9.000.000.000,00 
(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.929.853.144,00 
 

Pasal 5 
 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021  direncanakan sebesar  
Rp951.776.750.393,00 yang terdiri atas: 

a. belanja operasional; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan  

d. belanja transfer. 
 

Pasal 6 
 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a direncanakan sebesar Rp733.442.782.051,00 yang terdiri 
atas: 
a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 

f.  belanja bantuan sosial. 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp320.611.867.056,00 

(3)  Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp400.240.784.091,00 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 

(5)  Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp8.090.130.904,00 

(6)  Belanja bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 
 

Pasal 7 
 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.611.867.056,00 ,yang terdiri 
atas: 
a.gaji dan tunjangan; 

b.dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai). 
(2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) 

hurf a direncanakan sebesar Rp255.126.863.956,00 

(3) Dst ……………….. 
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(3) Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai). 

 
Pasal 8 

 
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp42.016.000.000,00 yang terdiri atas: 

a.penerimaan pembiayaan; dan  
b.pengeluaran pembiayaan. 

 
Pasal 9 

 
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 yang 
terdiri atas: 

a. sisa   lebih   perhitungan   anggaran   tahun   anggaran 
sebelumnya; 

b.  pencairan dana cadangan; 

c.  hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d.  penerimaan pinjaman daerah; 

e.  penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 
f.  penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp34.000.000.000,00 
 

Pasal 10 
 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp8.016.000.000,00 yang 
terdiri atas: 
a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; dan 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 

(3) Pembayaran   cicilan   pokok   utang   yang   jatuh   tempo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar 

Rp2.776.000.000,00 
 

Pasal 11 
 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah  mengakibatkan  terjadinya  surplus/(defisit) sebesar 

Rp(25.984.000.000,00) 
(2) Pembiayaan  neto  yang  merupakan  selisih  penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaranpembiayaan direncanakan sebesar 
Rp25.984.000.000,00 

 
Pasal 12 

 
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian   tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini terdiri dari: 

1. Lampiran I     Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
2. Lampiran II    Penjabaran       APBD       menurut       Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi,   Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok,   Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan,  Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

 
4.Lampiran .......... 
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4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah Bantuan Sosial; 
5. Lampiran V    Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta 
SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 

6.  Lampiran VI   Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran  Belanja 
bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota; 

7. Lampiran VII  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 

Pertambangan Gas Alam  Menurut  Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan,Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
9. Lampiran IX   Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut 

urusan Pemerintahan   Daerah,   Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

10. Lampiran X    Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota 

Parepare pada   Daerah   Perbatasan Dalam Perda 
tentang APBD. 

 
Pasal 13 

 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota 
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 

 
Pasal 14 

 
Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Parepare. 
 

Ditetapkan di Parepare 
pada tanggal 30 Desember 2020 

 
WALIKOTA PAREPARE, 
 

ttd 
 

TAUFAN PAWE 

 

 
Diundangkan di Parepare pada tanggal 
30 Desember 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

 
ttd 

 
IWAN ASAAD 

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 61 
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